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	1. Manfaat Teoritis
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	1.5 Metode Penelitian
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	1.5.1 Metode Pendekatan
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	1.5.4 Bahan Hukum
	Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi...
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	b) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
	c) Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Dengan Menggunakan Pengerak Motor Listrik
	2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.
	3. Bahan hukum tersier  memberikan penjelasan, tafsiran, atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti website, media online, kompas.
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	2.1.1 Pengertian Sepeda Listrik
	Sepeda listrik adalah alat transportasi yang dapat menggabungkan keuntungan dari segi kesehatan dan ramah lingkungan dengan kenyamanan berkendara yang mirip dengan kendaraan bermotor karena tenaga yang digunakannya berasal dari baterai, bukan bahan ba...
	2.1.2 Legalitas Sepeda Listrik
	Mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana disebutkan bahwa pemilik setiap kendaraan yang bergerak di jalan harus didaftarkan. Oleh karena itu, untuk diizinkan berkendara di jalan raya, m...
	a. motor bakar ;
	b.motor listrik ;
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	Sedangkan didalam  Permenhub No 45 Tahun 2020 Tentang  Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik,   diatur   syarat   penggunaan  motor listrik yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 berbunyi  Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h...
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	Jalan yang banyak digunakan menunjukkan bahwa jalan itu merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang sangat penting. Jalan secara umum diartikan sebagai suatu prasarana pergerakan darat dalam bentuk yang berada di atas permukaan tanah, melintasi sun...
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	- Simpul jasa distribusi, pusat-pusat kegiatan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.
	2. Pengelompokan Jalan menurut Fungsi:
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	2) kecepatan rata-rata tinggi di
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	2) kecepatan rata-rata sedang
	3) jumlah jalan masuk dibatasi.
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	2) kecepatan rata-rata rendah.
	3) jumlah jalan masuk tidak dibatasi
	D. Jalan Lingkungan. Jalan yang melayani angkutan lingkungan, dengan ciri-ciri:
	1) perjalanan jarak pendek.
	2) kecepatan rendah.
	3. Pengelompokan jalan menurut status
	A. Jalan Nasional
	1) Jalan umum dengan fungsi arteri primer.
	2) Menghubungkan antar-ibu kota provinsi.
	3) Menghubungkan antarnegara.
	4) Jalan yang bersifat strategis nasional
	B. Jalan Provinsi
	1) Jalan umum dengan fungsi kolektor primer.
	2) Menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota
	3) Menghubungkan antar ibukota kabupaten atau antarkota
	4) Jalan yang bersifat strategis regional
	C. Jalan Kabupaten
	1) Jalan umum dengan fungsi lokal primer
	2) Menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan
	3) Menghubungkan antar-ibu kota kecamatan.
	4) Menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal
	5) Menghubungkan antarpusat kegiatan lokal.
	6) Jalan strategis lokal di daerah kabupaten.
	7) Jaringan jalan sekunder di luar daerah perkotaan
	D. Jalan Kota
	1) Jalan umum dalam sistem sekunder.
	2) Menghubungkan antarpusat kegiatan lokal dalam kota.
	3) Menghubungkan pusat kegiatan lokal dengan persil.
	4) Menghubungkan antarpersil.
	5) Menghubungkan antarpusat permukiman.
	6) Berada di kawasan perkotaan.
	E. Jalan Desa
	1) Jalan umum dalam sistem tersier.
	2) Menghubungkan kawasan di dalam desa dan antarpermukiman.
	F. Jalan Khusus
	Disebut sesuai dengan instansi, badan usaha, perorangan, atau kelompok masyarakat.
	4. Pengelompokan Jalan menurut Kelas Jalan
	a)   Fungsi jalan.
	b) Kemampuan menerima muatan rencana sumbu terberat, baik konfigurasi rencana sumbu kendaraan atau sesuai dengan ketentuan teknologi alat transportasi.
	2.3 Kebijakan Pemerintah
	Lahirnya suatu kebijakan pemerintah tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan pemerintah diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang...
	2.4 Pemerintah Daerah
	2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah

	Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut a...
	2.4.2 Urusan Pemerintah Daerah

	Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. S...
	2.4.3 Wewenang Pemerintah Daerah
	Wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa wewenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakuk...
	Selain asas desentralisasi, Undang-Undang Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut (UUPD) juga mengenal pengertian dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi pada hakikatnya melaksanakan urusan pemerintahan pusat di daerah dan berwenang menga...
	2.5 Teori Kewenangan
	Teori kewenangan yaitu kewenangan pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang memiliki hak otonomi dalam mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam bersumber secara atribusi atau secara delegasi. Hal ini didasari kepada ...
	2.5.1 Pengertian Kewenagan
	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang ataubadan lain.
	Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaa...
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	2.5.2 Sumber Kewenangan
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	2.6 Konsep Negara Hukum
	Dalam sebuah Negara Hukum. kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga-warga memiliki kebebasan-kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat pergi ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Kons...
	2.7 Teori Regulasi dan Kebijakan Transportasi
	2.7.1 Regulasi Transportasi Sebagai Alat Kontrol Lalu Lintas Jalan
	Ada perbedaan antara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua, yaitu sepeda motor; kendaraan beroda tiga, yaitu bemo atau bajai; dan kendaraan beroda empat atau lebih, yait...
	2.7.2 Konsep Perencanaan Jalur Khusus Kendaraan Tertentu Tertentu Untuk Keselamatan dan Efisiensi
	Tujuan perencanaan transportasi adalah untuk membangun dan mengelola sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan yang memungkinkan orang dan barang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang memenuhi kebutuhan masyarakat d...
	2.8 Hukum dan Peraturan Sepeda Listrik
	2.8.1 Peraturan Menteri Perhubungan No 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik
	Menurut "PermenhubNo 45 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)", sepeda listrik harus memiliki beberapa persyaratan keamanan, seperti lampu utama; alat pemantul cahaya (reflector) di posisi belakang; sistem rem yang berfungsi dengan baik; alat pemantul cahaya (r...
	2.8.2 Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sepeda listrik dapat di...
	a.sepeda motor
	b.mobil penumpang
	c.mobil bus
	d.mobil barang
	e.kendaraan khusus.
	Menurut Pasal 3 UULAJ, sepeda listrik dengan roda dua dapat dimasukkan ke dalam kategori sepeda motor meskipun memiliki fitur teknis dan operasional yang berbeda dengan sepeda motor biasa. Namun, kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah dianggap seb...
	2.9 Keselamatan dan Infrastruktur Jalan
	Keselamatan Lalu Lintas adalah keadaan di mana setiap orang terhindar dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, yang diatur dalam UULLAJ. Interaksi antara ketiga elemen tersebut m...
	Self-explaining (Pasal 25) UULLAJ Dengan kata lain, setiap jalan yang digunakan oleh lalu lintas harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Tujuan dari pembangunan infrastruktur jalan ini adalah agar pengguna jalan dapat melakukan perjalanan tanpa be...

	BAB III
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait jalur khusus sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik
	Sejarah sepeda listrik di Indonesia bermula dengan impor sepeda listrik pada tahun 2000an dan pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan kesadaran lingkungan. Kemudian, ada dorongan teknologi dan peraturan awal. Selama pandemi, adopsi meningkat, dan p...
	Sepeda listrik adalah alat transportasi yang dapat menggabungkan keuntungan dari segi kesehatan dan ramah lingkungan dengan kenyamanan berkendara yang mirip dengan kendaraan bermotor karena tenaga yang digunakannya berasal dari baterai, bukan bahan ba...
	Perlu diingat bahwa sepeda listrik berbeda dengan sepeda motor maupun skuter listrik, meskipun sama-sama menggunakan motor. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat regulasi khusus yang secara tegas membedakan sepeda listrik dari jenis kendaraan...
	Sepeda motor listrik yang tersedia di Indonesia dapat mencapai kecepatan hingga 60 km/jam dan memiliki fitur seperti rem cakram, lampu penerangan dekat dan jauh, lampu sein, lampu rem, dan klakson. Kepolisian dan Dinas Perhubungan mengatakan bahwa tid...
	Mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana disebutkan bahwa pemilik setiap kendaraan yang bergerak di jalan harus didaftarkan. Oleh karena itu, untuk diizinkan berkendara di jalan raya, m...
	a. motor bakar ;
	b.motor listrik ;
	c. kombinasi motor bakar dan motor listrik.
	Sedangkan didalam  Permenhub No 45 Tahun 2020 Tentang  Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik,   diatur   syarat   penggunaan  motor listrik yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 berbunyi  Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h...
	a. lampu utama;
	b. alat pemantul cahaya (reflector) posisi belakang; atau lampu
	c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
	d. alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan;
	e. klakson atau bel; dan
	f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
	Namun, persyaratan untuk penggunaan motor listrik diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, yang berbunyi sebagai berikut:
	(1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
	a. menggunakan helm;
	b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
	c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
	d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
	e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
	1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
	2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
	3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
	4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
	(2) Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.
	Sangat penting untuk memiliki aturan yang mengatur penggunaan sepeda listrik untuk membuat jalan lebih teratur dan aman bagi semua orang. Beberapa negara memiliki kebijakan yang memungkinkan sepeda listrik digunakan di jalur sepeda, tetapi melarang me...

	BAB IV
	PENUTUP
	4.1 Kesimpulan
	Berdasarkan uraian di bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi terkait jalur sepeda listrik itu hanya terbatas pada penanganan preventif dengan memberikan sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan ...
	4.2 Saran
	Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan kepada pemerintah daerah untuk membuat sebuah peraturan daerah maupun peraturan bupati yg berkaitan dengan penentuan jalur khusus sepeda listrik
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